BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari

penelitian ini adalah :

1. Kinerja pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota se-provinsi Nusa
Tenggara Timur dilihat dari analisis varians secara keseluruhan rata-rata
realisasi pendapatannya dibawah jumlah yang dianggarkan sehingga selisih
pendapatan yang diperoleh adalah selisih yang tidak diharapkan (unfavourable
variance). Realisasi pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan
terdapat pada kabupaten/kota tertentu dan pada tahun-tahun tertentu, yaitu :
Kota Kupang, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten
Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, dan
Kabupaten Malaka.

2. Kinerja pendapatan daerah pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Nusa
Tenggara Timur dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan dapat dikatakan
cukup baik jika dilihat dari total pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang
selalu selalu meningkat, walaupun terkadang realisasi pendapatan tidak
melampaui  jumlah yang dianggarkan namun kinerja pertumbuhan
pendapatannya positif.

3. Kinerja pendapatan pemerintah kabupaten/kota jika dilihat dari Analisis
Derajat Desentralisasi dapat dikatakan sangat kurang, karena skala interval

Derajat Desentralisasi yang diperoleh antara 00,00%-10,00% saja dan ini
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berarti bahwa PAD Kabupaten/Kota se-provinsi Nusa Tenggara Timur
memiliki kemampuan sangat kurang dalam membiayai pembangunan
daerahnya, juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota se provinsi
Nusa Tenggara Timur belum memberikan kontribusi kepada total pendapatan
daerah.

Kinerja pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota se-provinsi Nusa
Tenggara Timur jika dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
dapat dikatakan sangat tinggi karena skala interval Rasio Ketergantungan
Keuangan daerah yang diperoleh adalah >50,00%, dan ini berarti bahwa
pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-provinsi Nusa Tenggara Timur
memiliki tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat
tinggi. Kondisi  tersebut menunjukan bahwa pemerintah  daerah
Kabupaten/Kota se-provinsi Nusa Tenggara Timur kurang mengoptimalkan
potensi Pendapatan Asli Daerah dan kurang mampuan dalam membiayai
pembangunan daerahnya masing-masing sehingga tingkat ketergantungan
keuangan dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sangatlah tinggi,
dan bisa dikatakan pemerintah daerah kabupaten/kota se-provinsi Nusa
Tenggara Timur masih sangat bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat.
Kinerja pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota se-provinsi Nusa
Tenggara Timur jika dilihat dari rasio Kemandirian Keuangan Daerah
memiliki kemampuan daerah dengan predikat sangat kurang karena skala
interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang diperoleh antara 00,00%-

10,00% saja dan ini berarti bahwa PAD Kabupaten/Kota se-provinsi Nusa
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Tenggara Timur memiliki kemampuan sangat kurang dalam membiayai
kegiatan Pemerintahannya dan kurang dalam meningkatkan PAD-nya dalam
penggalian potensi-potensi baru daerah dan pengembangan potensi daerah
yang sudah ada.

6. Kinerja pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota se-provinsi Nusa
Tenggara Timur jika dilihat dari rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dikategorikan sebagai berikut :

a. Sangat Efektif (>100%), terdapat pada : Kota kupang, Kabupaten Timor
Tengah Selatan, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur,
Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba
Barat Daya, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten
Malaka.

b. Efektif (90% - 100%), terdapat pada : Kabupaten Kupang, Kabupaten
Belu, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba
Timur, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Rote Ndao.

c. Cukup Efektif (80% - 90%), terdapat pada : Kabupaten Alor, Kabupaten
Ende, dan Kabupaten Manggarai.

d. Kurang Efektif (60% - 80%), terdapat pada : Kabupaten Timor Tengah
Utara dan Kabupaten Sikka.

6.2 Saran
Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan, peneliti menyarankan hal-

hal berikut :
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1. Dalam rangka menciptakan good governance, pemerintah daerah perlu
meningkatkan kinerja terutama kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, karena Pendapatan Asli Daearah

sangat berpengaruh demi terwujudnya tujuan pemerintahan daerah.

Oleh sebab itu, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-
Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat meningkatkan kinerja pendapatan, dalam hal
ini Pendapatan Asli Daerah dengan menggalih dan mengelolah potensi-potensi
daerahnya masing-masing, sehingga realisasi pendapatan setiap daerah dapat
mencapai target yang dianggarkan, dan pendapatan diharapkan mengalami
pertumbuhan secara positif, serta tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah

Pusat menjadi lebih rendah juga kemandrian keuangan daerahnya semakin tinggi.

2. Bagi peneliti-peniliti berikutnya yang ingin mengadakan penelitian serupa
agar dapat mengembangkan hasil penelitian ini, sehingga dapat diketahui lebih
dalam mengenai kinerja pendapatan pemerintah daerah kabupaten dan kota se-
Provinsi Nusa Tenggara Timur juga sebagai referensi dalam penelitian pada
tahun-tahun berikutnya mengenai kinerja pendapatan daerah pada Pemerintah

Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
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